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PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN
BIDANG ENERGI SKALA KECIL

(Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka percepatan peningka-
tan rasio elektrillkasi nasional dan mendorong
pengembangan energi terbarukan di daerah dan
pencapaian kebijakan energi nasional, diperlukan
dukungan penyediaan energi berupa pemban-
gunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan
yang dilaksanakan melalui kegiatan yang didanai
dari Dana Alokasi Khusus Fisik Peffugasan Bidang
Energi Skala Kecil;

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan keg-
iatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik
Penugasan Bidang Energi Skala Kecil sebagaima-
na dimaksud dalam huruf'a, perlu mengatur
mengenai spesiflkasi umum, spesifikasi teknis,
dan/atau mekanikal elektrikal pelaksanaan pem-
bangunan instalasi pemanfaatan energi terbaru-
kan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik
Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sum-
ber Daya Mineral tentang Petunjuk Operasional
Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugas-
an Bidang Energi Skala Keeil;

| Mengingat :
1y,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indcnesia Ta-
hun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan

6.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5052);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5687) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun
20186 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian En-
ergi dan Sumber Daya Mineral{Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) se-
bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2016 Nomor 541);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.
07/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477};
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL

PELAKSANAAN DANA ALOKASI

KHUSUS FISIK

PENUGASAN BIDANG ENERGI SKALA KECIL.

Pasal 1
“Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1.

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang En-
ergi Skala Kecil yang selanjutnya disebut DAK
Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil adalah
dana vang dialokasikan dalam anggaran pendapa-
tan dan belanja negara kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai keg-
iatan pembangunan energi terbarukan yang meru-
pakan urusan daerah dan sesuai dengan pricritas
nasional.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang se-
lanjutnya disingkat PLTMH adalah suatu pem-
bangkit listrik tenaga air skala keeil yang menggu-
nakan tenaga air di bawah kapasitas 1 MW (satu
megawatt) yang dapat berasal dari saluran irigasi,
sungai, atau air terjun alam, dengan cara meman-
faatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.
Pembangkit Listrik Tenaga Suiya Fotovoltaik
Terpusat yang selanjutnya disebut PLTS Foto-
voltaik Terpusat adalah pembangkit listrik yang
mengubah energi matahari menjadi listrik dengan
menggunakan modul fotovoltaik, dan energi lis-
trik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan kepa-
da pemakai melalui jaringan tenaga listrik.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik
Tersebar yang selanjutnya disebut PLTS Foto-

(1)

{2)

{3)

(4)

(5)

voltaik Tersebar adalah pembangkit listrik yang
mengubah energi matahari menjadi listrik dengan
menggunakan modul fotovoltaik, dan energi lis-
trik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan lang-
sung ke instalasi rumah pemakai.

Biogas adalah gas yang merupakan produk akhir
pencernaan anaerebik biomassa oleh mikro or-
ganisme di dalam tangki pencerna (digester) den-
gan komponen utama metana 40%(empat puluh
persen) sampai dengan 70%(tujuh puluh persen)
dan karbondioksida.

Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga adalah se-
rangkaian alat yang terdiri dari tangki cerna {(di-
gester) dan penyaluran Biogas yang berfungsi
untuk menghasilkan Biogas.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sum-
ber daya mineral.

Pasal 2
DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil
diarahkan, untuk membiayai kegiatan fisik pem-
bangunan instalasi pemanfaatan energi terbaru-
kan yang meliputi kegiatan:
a. pembangunan PLTMH;
b. pembangunan PLTS Fotovoltaik Terpusat;
c. pembangunan PLTS Fotovoltaik Tersebar;
dan/atau
d. pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah
Tangga.
Kegiatan pembangunan PLTMH sebagaimana di-
maksud pada ayat(1) hurufa merupakan kegiatan
prioritas.
Pembangunan PLTMH dan PLTS Fotovoltaik Ter-
pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b, merupakan instalasi pembangkit
tenaga listrik yang tidak terhubung dengan jarin-
gan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) dan pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik lainnya {offgrid).
Kegiatan pembangunan PLTS Fotovoltaik Terpu-
sat dan PLTS Fotovoltaik Tersebar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dapat
dilakukan apabila di suatu daerah tidak mempu-
nyai potensi energi air skala kecil yang layak se-
cara teknis untuk dapat dikembangkan sebagai
PLTMH.
Pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan
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energi terbarukan yang didanai dari DAK Fisik
Penugasan Bidang Energi Skala Kecil sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan
sesuai dengan spesifikasi umum,spesifikasi tek-
nis, dan/atau mekanikal elektrikal sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Instalasi pemanfaatan energi terbarukan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) dikelola
oleh lembaga pengelola instalasi pemanfaatan ener-
gi terbarukan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia. ' 7

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 9 Januari 2017
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 91

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK
INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK

{Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2016,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

| Menimbang :

a: bahwa Negara Republik Indonesia merupakan
anggota dari Istamic Development Bank yang me-
miliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana
sebagai penyertaan modal negara;

| b. bahwa dalam rangka mempertahankan besaran

| persentase modal Negara Republik Indonesia

| pada Islamic Development Bank dan untuk mekak-
sanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu melakukan penambahan penyerta-
an modal negara pada Islamic Development Bank
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
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tanggal 30 Desember 2016)

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta un-
tuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 ten-
tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah di-
ubah dengan Undang-Undang Nomar 12 Tahun |
2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang i
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angga-
ran 2016, perlu menetapkan Peraturan pemer-
intah tentang Penambahan Penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia pada islamic Devel- |
opment Bank; '
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